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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai pembiayaan ijarah pada Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN 

Antasari Banjarmasin, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin, tidak memberlakukan 

uang muka dan denda karena koperasi menerapkan prinsip 

kepercayaan dan kemampuan anggota, dikarenakan anggota 

merupakan karyawan PNS dan non PNS yang berada di 

lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Terkait pendapatan di 

(KSPPS) di ukur sebesar nilai yang dapat dicairkan  pada akhir 

periode pelaporan, pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Laporan 

Keuangan. Namun tidak ada beban-beban yang terkait di (KSPPS) 

pada pembiayaan ijarah, telah sesuai dengan PSAK 107 Penyajian 

piutang ijarah KSPPS di neraca tidak sebesar nilai bersih karena 

tidak dikurangi piutang ijarah macet/tidak lancar dan tidak 

dikurangi beban-beban yang lain. Hal ini disebabkan pembiayaan 

ijarah di KSPPS tidak berupa aset. Selain itu, keuntungan diakui 

pada saat keseluruhan piutang berhasil ditagih. Adapun penyajian 
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dan pengungkapan transaksi pembiayaan ijarah di Koperasi sudah 

jelas diberitahukan serta pembuatan laporan keuangan pada KSPPS 

Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin dengan berdasarkan 

PSAK 101. 

2. Akuntansi pembiayaan ijarah di KSPPS. Pegawai Negeri UIN 

Antasari Banjarmasin berdasarkan akuntansi syariah mengenai 

pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah 

sesuai dengan PSAK 107. Namun, dalam penyajiannya tidak 

membuat pencatatan tentang penyusutan, beban, dan perpindahan 

kepemilikan, karena bukan ijarah muntahiya bitamlik tetapi ijarah 

multijsa dalam hal ini juga berlaku dalam pengungkapan 

penyusutan atau amortisasi tidak ada dipembiayaan ijarah multijasa  

di KSPPS ini hanya pembiayaan ijarah multijasa. seperti biaya 

pendidikan atau biaya kesehatan untuk dibayarkan kepada instansi 

terkait yakni sekolah atau rumah sakit. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan melakukan pencatatan yang lebih terperinci tentang 

produk-produk pembiayaan, dan memperkenalkan lagi produk-produk 

yang ada didalam pembiayaan ijarah kepada anggota yang ingin 

melakukan pembiayaan agar anggota memahami produk-produknya. 

Seperti tiket seharusnya masuk di pembiayaan ijarah bukan masuk di 
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pembiayaan Murabahah, kurangnya pengetahuan pengurus dan 

anggota. 

2. Dalam pembiayaan ijarah multijasa seharusnya menggunakan akad 

kafalah dikarenakan tidak semua anggota koperasi lancar mengangsur 

sehingga anggota tidak dapat membayar sehingga koperasi dapat 

mengambil jaminan yang telah disepakati hal ini juga berdasarkan 

fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004.  

3. Saran untuk koperasi juga pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau 

laporan pertanggungjawaban KSPPS. Pada pendapatan dan biaya agar 

memisahkan Jasa Unit Pembiayaan Syariah. Karena disini menyatukan 

pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Ijarah, seharusnya dipisahkan 

tidak digabung agar mudah menganalisa laporan keuangannya. 

 

 


